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TAHUN 2016 – 2021
	NAMA  SKPD
	:
	DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	URUSAN  PEMERINTAH    YANG DILAKSANAKAN
	:
	URUSAN WAJIB
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

	TUGAS POKOK
	:
	Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Menjadi kewenangan Daerah meliputi :
a. Sub urusan pemberdayaan social yaitu :
1. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
3. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga ( LK3 ) yang wilayah kegiatannya di daerah;
b. Sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yaitu pemulangan warga negara migran korban kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk di pulangkan ke desa  / keluarhan asal;
c. Sub urusan rehabilitasi sosial yaitu rehabilitasi sosial bukan / tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
d. Sub urusan perlindungan dan jaminan sosial yaitu ;
1. Pemeliharan anak – anak terlantar;
2. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
e. Sub urusan penanganan bencana yaitu;
1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
f. Sub urusan taman makam pahlawan yaitu pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.
g. Sub urusan pengendalian penduduk;
1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendallian kuantitas penduduk;
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
h. Sub urusan keluarga berencana yaitu;
1. Pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi ( KIE ) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan local;
2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakataan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
i. Sub urusan keluarga sejahtera yaitu;
1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi  kemasyarakatan
 
tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluaga;
j. Sub Urusan kualitas hidup Perempuan yaitu;
1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
k. Sub urusan perlindungan perempuan yaitu;
1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup derah;
2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah;
l. Sub urusan kualitas keluarga yaitu;
1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gander dan hak anak tingkat daerah;
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah.
m. Sub urusan sistem data gander dan anak yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gander dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah.
n. Sub urusan pemenuhan hak anak ( PHA ) yaitu;
1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah;
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah;
o.  Sub urusan perlindungan khusus anak yaitu;
1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.


	FUNGSI
	:
	1. Perumusan kebijakan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindunganan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosil, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati.




	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)

	1
	2
	3

	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

	1. Berkembangnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
	PMKS yang terlayani.
	· Alasan Pemilihan Indikator :
Untuk mengevaluasi pelayanan PMKS di Kabupaten Purbalingga pada tahun yang bersangkutan

· Formulasi  Pengukuran:
( Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial :Jumlah  Seluruh PMKS ) x 100

· Tipe Penghitungan :
Komulatif

· Sumber Data :
DINSOSDALDUKKBP3A

	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk, Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

	2. Meningkatnya Kepesertaan dan Partisipasi Keluarga Berencana 
	PUS Peserta KB aktif.
	· Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator tersebut di Pilih karena untuk mengevaluasi jumlah persentase kepesertaan KB aktif  yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tingkat kelahiran dan merupakan salah satu penentu dari laju perumbuhan penduduk di kabupaten purbalingga.

· Formulasi  Pengukuran  :  
( PUS Pemakai Alokon : Jumlah PUS ) x 100

· Tipe Penghitungan :  
Komuatif
  
· Sumber Data :  
Laporan Umpan Balik DINSOSDALDUKKBP3A

	3. 
	PUS Unmetneed KB
	· Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator tersebut di Pilih karena untuk mengevaluasi jumlah PUS tak tertangani yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tingkat kelahiran dan merupakan salah satu penentu dari laju perumbuhan penduduk di kabupaten purbalingga.

· Formulasi  Pengukuran  :  
( Jumlah PUS tak KB IAS dan TIAL : Jumlah PUS 15 – 49 tahun ) x 100

· Tipe Penghitungan :  
Komuatif
  
· Sumber Data :  
Laporan Umpan Balik DINSOSDALDUKKBP3A



	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	4. [bookmark: _GoBack]Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan 
	Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak











	· Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator tersebut dipilih karena Untuk mengetahui jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun yang bersangkutan

· Formulasi  Pengukuran  :
( Jumlah )

· Tipe Penghitungan :  
Komulatif

· Sumber Data :  
DINSOSDALDUKKBP3A

	5. 
	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  

	· Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator tersebut dipilih karena Untuk melihat sejauh mana peran pemerintah berupaya untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani.

· Formulasi  Pengukuran  :
( Jumlah Kasus yang tertangani : Jumlah Pengaduan ) x 100

· Tipe Penghitungan :  
 Komulatif

· Sumber Data :  
 DINSOSDALDUKKBP3A

	6. 
	Cakupan Desa / Keluarhan Layak Anak
	· Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator tersebut dipilih karena Untuk mengetahui jumlah Desa/ Kelurahan Layak Anak pada tahun yang bersangkutan

· Formulasi  Pengukuran  :
( Jumlah D/KLA : Jumlah Desa/Kelurahan ) x 100

· Tipe Penghitungan :  
 Komulatif

· Sumber Data :  
 DINSOSDALDUKKBP3A


	7. 
	Predikat Penilaian Kabupaten / Kota Layak Anak
	· Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator tersebut dipilih karena Untuk mewujudkan Kabupaten Purbalingga Sebagai Kabupaten Layak Anak 

· Formulasi  Pengukuran  :
( Hasil Penilaian )

· Tipe Penghitungan :  
 Komulatif

· Sumber Data :  
 DINSOSDALDUKKBP3A



